
Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021 

 

38 

PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA BAGI 
TENAGA KESEHATAN  APABILA MELAKUKAN 

KELALAIAN TERHADAP PENERIMA PELAYANAN 
KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA 

KESEHATAN1 
Oleh: Sherel  Poluan2 

Max Sepang3 
Herlyanty Y. A.  Bawole4 

 
ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah tindak pidana oleh 
tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian 
berat terhadap penerima pelayanan kesehatan 
dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan 
pidana bagi tenaga kesehatan apabila 
melakukan kelalaian berat terhadap penerima 
pelayanan kesehatan yang dengan metode 
penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 
Tindak pidana oleh tenaga kesehatan yang 
melakukan kelalaian berat terhadap penerima 
pelayanan kesehatan seperti melakukan 
kelalaian berat yang mengakibatkan penerima 
pelayanan kesehatan luka berat atau 
mengakibatkan kematian. 2. Pemberlakuan 
ketentuan bagi tenaga kesehatan apabila 
melakukan kelalaian berat terhadap penerima 
pelayanan kesehatan yang mengalami luka 
berat dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan jika kelalaian berat 
mengakibatkan kematian, setiap tenaga 
kesehatan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun. 
Kata kunci: tenaga kesehatan; pelayanan 
kesehatan; kelalaian; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Penegakan hukum pidana terhadap tenaga 
kesehatan yang melakukan kelalaian berat 
terhadap penerima pelayanan kesehatan 
sehingga menyebakan luka berat atau kematian 
perlu diterapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku melalui 
pemberlakuan pemberlakuan ketentuan pidana 
bagi tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan untuk 
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memberikan pelindungan serta kepastian 
hukum kepada masyarakat penerima upaya 
pelayanan kesehatan dan untuk melindungi 
penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat 
atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tindak pidana oleh tenaga 
kesehatan yang melakukan kelalaian 
berat terhadap penerima pelayanan 
kesehatan? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan 
pidana bagi tenaga kesehatan apabila 
melakukan kelalaian berat terhadap 
penerima pelayanan kesehatan? 

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum normatif 
merupakan metode yang digunakan untuk 
mengkaji dan membahas data sekunder yang 
diperoleh dari hasil studi kepustakaan. 
 
PEMBAHASAN 
A. Tindak Pidana Oleh Tenaga Kesehatan Yang 

Melakukan Kelalaian Berat Terhadap 
Penerima Pelayanan Kesehatan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 
Pasal 84 ayat: 
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan 

kelalaian berat yang mengakibatkan 
Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun. 

(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengakibatkan kematian, 
setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

Lalai; lengah; kurang hati-hati; masalah ini 
berkaitan erat dengan KUPidana Pasal 359 dan 
Pasal 360.5 

Bab XXI. Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka 
Karena Kealpaan. Pasal 359. Barangsiapa 
karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan orang lain mati, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau 
pidana kurungan paling lama satu tahun.  

Pasal 360 ayat: 
(1) Barang siapa karena kesalahannya 

(kealpaannya) menyebabkan orang lain 
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mendapat luka-luka berat, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau pidana kurungan paling lama 
satu tahun.  

(2) Barang siapa karena kesalahannya 
(kealpaannya) menyebahkan orang lain 
luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul 
penyakit atau halangan menjalankan 
pekerjaan jabatan atau pencarian selama 
waktu tertentu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana kurungan paling lama enam bulan 
atau pidana denda paling tinggi empat ribu 
lima ratus rupiah.  

Pasal 361. Jika kejahatan yang diterangkan 
dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan 
suatu jabatan atau pencarian, maka pidana 
ditamhah dengan sepertiga dan yang bersalah 
dapat dicahut haknya untuk menjalankan 
pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan 
hakim dapat memerintahkan supaya 
putusannya diumumkan. 

Wirjono Prodjodikoro, arti culpa adalah 
“kesalahan pada umumnya”, tapi dalam ilmu 
pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, 
yakni suatu macam kesalahan si pelaku tindak 
pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, 
yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang 
tidak disengaja terjadi.6  

Jan Remmelink pada intinya culpa 
mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang 
pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. 
Menurutnya ihwal culpa jelas merujuk pada 
kemampuan psikis seseorang dan karena itu 
dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau 
kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu 
kemungkinan munculnya) akibat fatal dari 
tindakan orang tersebut padahal itu mudah 
dilakukan dan karena itu seharusnya 
dilakukan.7 

Kesalahan dalam menjalankan profesi 
(malpractice) harus diletakkan berhadapan 
dengan kewajiban dalam menjalankan profesi. 
Sebab kesalahan itu timbul karena adanya 
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh 
dokter. Adapun yang dimaksud dengan 
kesalahan pada medical malpracticeatau 
kesalahan profesional di bidang medis adalah 

 
6Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di 
Indonesia, PT. Refikaditama, Bandung, 2003, hlm. 72. 
7 Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2003,hlm. 177. 

kelalaian atau kurang hati-hati. Sebagai seorang 
profesional dengan pendidikan dan 
pengalamannya, dokter diharapkan akan 
menerapkan ilmu dan pengalamannya itu 
secara berhati-hati dan bertanggung jawab 
sehingga tidak sampai berbuat lalai. Kewajiban 
pokok dokter dalam menjalankan profesinya 
adalah memberikan pelayanan medis sesuai 
dengan standar profesi medis. Medical 
malpractice atau kesalahan profesional dokter 
merupakan kesalahan dalam menjalankan 
profesi medis yang tidak sesuai dengan standar 
profesi medis.8 

Tugas dokter dalam menangani tubuh, 
nyawa, dan jiwa manusia, selalu mengandung 
risiko yang cukup besar. Tanpa berani 
mengambil risiko, sekecil apapun, dokter tidak 
akan menemukan suatu cara dan pengobatan 
demi usaha membantu kesehatan manusia. 
Oleh karena itu dokter harus belajar dari 
pengalaman, yang sering harus dibayar mahal. 
Berkaitan dengan hal itu, untuk menyatakan 
bahwa dokter telah melakukan kealpaan dalam 
menjalankan tugas profesinya agak sulit. Jarang 
terjadi bahwa seorang dokter dituntut pidana 
karena kealpaannya pada saat merawat pasien, 
yaitu akibatkegagalan dokter dalam melakukan 
perawatan yang tidak sesuai standar profesi 
kedokteran.9 

Namun disisi yang lain yaitu dari pihak 
pasien, terkadang apabila ada kasus atau 
kerugian yang dialami oleh pasien, tidak 
dipermasalahkan atau tidak menuntut baik 
secara perdata maupun pidana. Ada beberapa 
penyebab, antara lain: 
a. Masih adanya sikap/anggapan masyarakat 

bahwa dokter adalah dewa penolong (apa 
yang dilakukan oleh dokter merupakan 
upaya maksimal terbaik dan kalau tidak 
berhasil menyembuhkan pasien atau pasien 
meninggal dianggap merupakan takdir). 

b. Pasien atau keluarganya berkedudukan 
dalam posisi lemah dan awam terhadap 
pengetahuan dan teknologi kedokteran, 
sehingga pasien atau keluarganya sama 
sekali tidak mengetahui apakah tindakan 
yang diambil dokter dalam upaya 
penyembuhan pasien sudah sesuai dengan 
prosedur, standart atau tugas dan kewajiban 

 
8 Muhammad Afzal. Op. Cit.hlm.430. 
9 Ibid. hlm. 430. 
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dokter dalam melaksanakan tugas 
profesionalnya. 

c. Adanya sikap tertutup pihak dokter maupun 
manajemen rumah sakit, sehingga pasien 
atau keluarganya sulit untuk mengetahui 
apakah suatu tindakan dokter sesuai dengan 
standar professional, dan apakah sarana 
yang ada di rumah sakit yang mendukung 
upaya penyembuhan pasien sudah sesuai 
dengan standar yang harus dipenuhi oleh 
rumah sakit.10 
Secara harfiah praktik kedokteran adalah 

suatu kegiatan yang mengandung berbagai 
wujud konkrit tingkah laku. Perbuatan dalam 
perlakuan medis dokter dapat berupa 
perbuatan aktif dan dapat pula berupa 
perbuatan pasif. Perbuatan aktif, artinya 
perbuatan yang memerlukan gerakan tubuh 
atau bagian tubuh tertentu untuk 
mewujudkannnya, sedangkan perbuatan pasif 
adalah tidak berbuat yang seharusnya dokter 
berbuat. Keharusan berbuat karena 
kedudukannya, jabatannnya, tugas 
pekerjaannya, dan lain-lain menyebabkan 
dokter dalam keadaan tertentu secara hukum 
diwajibkan untuk berbuat. Karena apabila 
dokter tidak berbuat sesuai kewajiban hukum 
yang diembannya, ia bersalah dan dibebani 
pertanggungjawaban hukum apabila 
menimbulkan kerugian.11 

Meskipun demikian dokter adalah manusia 
biasa, yang dapat melakukan kesalahan dalam 
menjalankan profesinya, baik yang dilakukan 
secara sengaja (dolus) maupun tidak sengaja 
(lalai, culpa). Sehingga terkadang niat untuk 
menolong dan menyembuhkan penyakit 
seorang pasien tidak selalu dapat berhasil 
dengan baik yang dapat berakibat cacat bahkan 
kematian pasiennya akibat praktik kedokteran. 
Bilamana hal tersebut terjadi maka masyarakat 
yang disebabkan baik dari tingkat 
kecerdasannya tinggi sehingga bersikap lebih 
kritis atau karena ketidak tahuannya terhadap 
pelayanan yang diberikan dokter, pada 
umumnya terjadi miskonsepsi yang 
menganggap setiap kegagalan praktek medis 
tersebut sebagai akibat adanya tindakan dokter 
yang dapat dikategorikan sebagai malpraktek 
medis atau akibat kelalaian medis dan 
akibatnya pasien yang merasa tidak puas dan 

 
10 Ibid. hlm. 430-431. 
11 Widodo Tresno Novianto. Op. Cit.hlm. 491. 

mengadukan / melaporkan kasus tersebut 
melalui jalur hukum. 

Malpraktik/Malpractice berasal dari kata 
“mal“ yang berarti buruk, sedang kata practice 
berarti suatu tindakan/praktik, secara harfiah 
dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik 
“buruk” yang dilakukan oleh dokter dalam 
hubungannya dengan pasien.12 Malpraktek 
sebagaimana definisi yang ada bukanlah suatu 
rumusan hukum yang diatur dalam undang-
undang, melainkan suatu kumpulan dari 
berbagai perilaku menyimpang yang dapat 
terjadi karena suatu tindakan yang disengaja 
(intentional) seperti pada misconduct tertentu, 
tindakan kelalaian (negligence), ataupun suatu 
kekurang mahiran/ketidak kompetenan yang 
tidak beralasan (profesional misconduct). 
Profesional misconduct ini dilakukan dalam 
bentuk pelanggaran ketentuan etik, disiplin 
profesi, hukum administratif (Administrative 
Malpractice), hukum perdata (Civil Malpractice) 
dan hukum Pidana (Criminal Malpractice).13  

Malpraktik medik, belakangan ini semakin 
marak diberitakan dalam mass media, sebagai 
akibat semakin kritisnya masyarakat terhadap 
pelayanan medis yang diterimanya 
menyebabkan semakin mengecilnya 
kesenjangan pengetahuan antara pasien dan 
dokter serta makin terbukanya penilaian dan 
kritik, dengan demikian dokter maupun pasien 
mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi 
oleh undang-undang sehingga kedudukannya 
seimbang. Adanya dugaan terjadinya 
malpraktek yang tampak kepermukaan selama 
ini hanyalah pucuk, dari seratus kejadian 
malpraktik, mungkin cuma sepuluh yang 
dilaporkan. Kejadian yang terindentifikasi 
dugaan terjadinya malpraktek medik selama 
initidak semuanya berakhir melalui putusan 
pengadilan dan bahkan dibiarkan 
“mengambang“ tanpa ada proses penyelesaian 
yang baik.14  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 
mengatur mengenai tindak pidana laiinya 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83. Setiap 

 
12Ibid. hlm. 491 (Lihat John Healy, 1999, Medical 
Negligence: Common Law Perspectives , Sweet & 
Maxwell, London). 
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14Ibid. hlm. 491-492 (Lihat Hasbullah Thabrany, http:// 
sorot. Vianews. Com / news/ read/ 34856-tabib pengantar 
maut). 
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orang yang bukan Tenaga Kesehatan 
melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga 
Kesehatan yang telah memiliki izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun. 

Pasal 85 ayat: 
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan 

sengaja menjalankan praktik tanpa 
memiliki STR sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara 
asing yang dengan sengaja memberikan 
pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR 
Sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

Pasal 86 ayat: 
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang 

menjalankan praktik tanpa memiliki izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (1) dipidana dengan pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara 
asing yang dengan sengaja memberikan 
pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
ayat (1) dipidana dengan pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Pasal 1 angka 10. Surat Tanda Registrasi 
yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti 
tertulis yang diberikan oleh konsil masing-
masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga 
Kesehatan yang telah diregistrasi. Pasal 1 angka 
11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat 
SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota kepada 
Tenaga Kesehatan sebagai pemberian 
kewenangan untuk menjalankan praktik. 

Izin; pernyataan mengabulkan (tiada 
melarang dan sebagainya) persetujuan 
membolehkan.15 Izin adalah suatu persetujuan 
dari penguasa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan 
pemerintah. Dengan demikian izin pada 

 
15Sudarsono, Kamus Hukum, Op. Cit, hlm. 189. 

prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang 
merupakan dasar pengecualian. Pengecualian 
itu harus diberikan oleh undang-undang untuk 
menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara 
hukum yang demokrasi.16 Izin (Vergunning) 
adalah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan undang-undang atau peraturan 
pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
larangan peraturan perundang-undangan. Izin 
dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau 
pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.17 

Perizinan adalah salah satu bentuk 
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
masyarakat. Dengan memberikan izin, 
penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang 
demi memperhatikan kepentingan umum yang 
mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok 
pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang 
kecuali diperkenankan dengan tujuan agar 
dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan 
dilakukan dengan cara-cara tertentu.18 

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan 
instrumen yuridis yang digunakan oleh 
pemerintah untuk mempengaruhi para warga 
agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna 
mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu 
instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung 
tombak atau alat yang bertujuan untuk 
mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, 
dan merancang masyarakat adil makmur. 
Melalui izin dapat diketahui bagaimana 
gambaran masyarakat adil makmur itu 
terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan 
yang terkandung dalam izin merupakan 
pengendali dalam memfungsikan izin itu 
sendiri.19 

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan pemerintah. Dengan demikian 
izin pada prinsipnya memuat larangan, 

 
16H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum 
Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, 
Cetakan l. Nuansa. Bandung. 2010.hlm. 92. 
17Adrian Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan 
Publik, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hlm.167-168. 
18 Ibid, hlm. 168. 
19Ridwan. HR. Hukum Administrasi Negara. UII Press. 
Yogyakarta. 2003. hlm. 160. 
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persetujuan yang merupakan dasar 
pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan 
oleh undang-undang untuk menunjukkan 
legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang 
demokrasi.20  

Beberapa pendapat para sarjana tentang 
pengertian izin, antara lain yaitu:  

1. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus 
M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak 
dari ketentuan yang pada dasarnya tidak 
melarang suatu perbuatan tetapi untuk 
dapat melakukannya disyaratkan prosedur 
tertentu harus dilalui.21 

2. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya 
yang menjadi persoalan bukan perbuatan 
yang berbahaya bagi umum, yang pada 
dasarnya harus dilarang, melainkan 
bermacam-macam usaha yang pada 
hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung 
dengan satu dan lain sebab dianggap baik 
untuk diawasi oleh administrasi Negara.22 
N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi 

pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu 
izin merupakan salah satu instrumen yang 
paling banyak digunakan dalam hukum 
administrasi. Pemerintah menggunakan izin 
sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan 
tingkah laku para warga. Izin ialah suatu 
persetujuan dari penguasa berdasarkan 
undang-undang atau peraturan pemerintah 
untuk dalam keadaan-keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
larangan peraturan perundang-undangan. 
Dengan memberi izin, penguasa 
memperkenankan orang yang memohonnya 
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu 
yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut 
perkenan bagi suatu tindakan yang demi 
kepentingan umum mengharuskan pengawasan 
khusus atasnya.Ini adalah paparan luas, dari 
pengertian izin.23 

 
20 H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. Op.Cit. 
hlm. 92. 
21Philipus M. Hadjon. dkk. Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 
2002. hlm. 143.   
22W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Hukum 
Ilmu Administrasi Negara. Pradnya Paramita, Jakarta. 
1983. hlm. 73-74.   
23N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, Pengantar Hukum 
Perizinan, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika. 
Surabaya.  1993. hlm. 2-3.   

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni 
pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan 
izin pada umumnya didasarkan pada keinginan 
pembuat undang-undang untuk mencapai 
suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi 
keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok 
pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu 
tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan 
dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan 
yang disangkutkan dengan perkenan dapat 
dengan teliti diberikan batas-batas tertentu 
bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah 
untuk hanya memberi perkenan dalam 
keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi 
agar tindakan-tindakan yang diperkenankan 
dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan 
dalam ketentuan-ketentuan).24 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 
mengatur mengenai Penyelesaian Perselisihan. 
Pasal 77. Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan 
yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian 
Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

Pasal 78. Dalam hal Tenaga Kesehatan 
diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan 
profesinya yang menyebabkan kerugian kepada 
penerima pelayanan kesehatan, perselisihan 
yang timbul akibat kelalaian tersebut harus 
diselesaikan terlebih dahulu melalui 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

Pasal 79. Penyelesaian perselisihan antara 
Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 
mengatur mengenai Pembinaan Dan 
Pengawasan. Pasal 80. Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 
pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan 
melibatkan konsil masing-masing Tenaga 
Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasal 81 ayat: 
(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 diarahkan untuk: 

 
24 Ibid. 
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a. meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan yang diberikan oleh Tenaga 
Kesehatan; 

b. melindungi Penerima Pelayanan 
Kesehatan dan masyarakat atas 
tindakan yang dilakukan Tenaga 
Kesehatan; dan 

c. memberikan kepastian hukum bagi 
masyarakat dan Tenaga Kesehatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi 
penyebaran Tenaga Kesehatan yang merata 
dan berkeadilan, pemanfaatan Tenaga 
Kesehatan, dan pengembangan Tenaga 
Kesehatan, termasuk peningkatan karier. 
Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga 
Kesehatan terutama ditujukan untuk 
meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai 
dengan Kompetensi yang diharapkan dalam 
mendukung penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. 
Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga 
Kesehatan dilakukan melalui peningkatan 
komitmen dan koordinasi semua pemangku 
kepentingan dalam pengembangan Tenaga 
Kesehatan serta legislasi yang antara lain 
meliputi sertifikasi melalui Uji Kompetensi, 
Registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga 
Kesehatan.25 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 
mengatur mengenai Konsil Tenaga Kesehatan 
Indonesia. Pasal 34 ayat: 
(1) Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga 

Kesehatan serta untuk memberikan 
pelindungan dan kepastian hukum kepada 
Tenaga Kesehatan dan masyarakat, 
dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan 
Indonesia. 

(2) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas konsil masing-masing Tenaga 
Kesehatan. 

(3) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil 
Kedokteran Gigi sebagaimana diatur dalam 

 
25 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 

Undang-Undang tentang Praktik 
Kedokteran. 

(4) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam melaksanakan tugasnya bersifat 
independen. 

(5) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab kepada Presiden 
melalui Menteri. 

Penguatan sumber daya dalam mendukung 
pengembangan dan pemberdayaan Tenaga 
Kesehatan dilakukan melalui peningkatan 
kapasitas Tenaga Kesehatan, penguatan sistem 
informasi Tenaga Kesehatan, serta peningkatan 
pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya. 
Dalam rangka memberikan pelindungan hukum 
dan kepastian hukum kepada Tenaga 
Kesehatan, baik yang melakukan pelayanan 
langsung kepada masyarakat maupun yang 
tidak langsung, dan kepada masyarakat 
penerima pelayanan itu sendiri, diperlukan 
adanya landasan hukum yang kuat yang sejalan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang kesehatan serta sosial 
ekonomi dan budaya.26 

Sesuai dengan pengaturan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 
Tentang Tenaga Kesehatan, maka bagi tenaga 
kesehatan yang terbukti secara sah menurut 
peraturan perundang-undangan melakukan 
tindak pidana seperti kelalaian berat yang 
mengakibatkan luka berat terhadap penerima 
pelayanan kesehatan dapat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
jika kelalaian berat mengakibatkan kematian, 
setiap tenaga kesehatan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

 
B. Pemberlakuan Ketentuan Bagi Tenaga 

Kesehatan Apabila Melakukan Kelalaian 
Berat Terhadap Penerima Pelayanan 
Kesehatan 
Sanksi pidana adalah tindakan hukuman 

badan bagi yang melanggarnya, baik kurungan 
maupun penjara. Hukuman badan dapat berdiri 
sendiri dan atau dengan ditambah denda. Jenis 

 
26Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 
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tindak pidana yaitu: kejahatan dan 
pelanggaran.27 

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, 
mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan 
sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk 
apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana 
sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suau 
perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih 
bersifat antispatif terhadap pelaku perbuatan 
tersebut.28 

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa 
menegakkan hukum ialah memaksa 
mengindahkan norma-norma hukum. 
Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi 
hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas dderita 
khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. 
Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), 
derita kehilangan kebebasannya (penjara dan 
kurungan), derita kehilangan sebagian 
kekayaan (hukuman denda dan perampasan) 
dan derita kehilangan kehormatannya 
(pengumuman keputusan hakim). Penegakan 
hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga 
yang terdiri atas derita dihadapkan di muka 
pengadilan dan derita kehilangan sebagian 
kekayaannya guna memulihkan atau mengganti 
kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. 
Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga 
terdiri atas kebatalan perbuatan yang 
merupakan pelanggaran hukum. Baik batal 
demi hukum (van rechtswege) maupun batal 
setelah ini dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran 
hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan 
juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak 
menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.29 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 
Pasal 84 ayat: 
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan 

kelalaian berat yang mengakibatkan 
Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun. 

 
27Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum 
Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. 
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 143. 
28Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik 
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan 
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.hlm. 91. 
29C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng 
dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, 
Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, 
Jakarta, 2010, hlm. 383-384. 

(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengakibatkan kematian, 
setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

Perkataan kealpaan (culpa) dalam arti luas 
berarti kesalahan pada umumnya, sedang 
dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan 
yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa 
menjadi salah satu unsur kesalahan adalah 
bilamana suatu keadaan, yang sedemikian 
membahayakan keamanan orang atau barang, 
atau mendatangkan kerugian terhadap 
seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak 
dapat diperbaiki lagi.30 Kesengajaan dan 
kealpaan memang sering kali dalam pandangan 
masyarakat merupakan dua hal yang memiliki 
kesamaan, hal tersebut dapat dibenarkan 
karena memang kesengajaan adalah kesalahan 
yang berlainan jenis dari pada kealpaan. 
Dasarnya adalah sama, yaitu adanya perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana, 
adanya kemampuan bertanggung jawab, dan 
tidak adanya alasan pemaaf. Sama dalam 
konteks tersebut, namun dalam teori dan 
doktrin ilmu hukum kedua hal tersebut 
tentuberbeda.31 

Kelalaian atau culpa dalam hukum pidana 
disebut sebagai kealpaan yang tidak di sadari 
atau onbewuste schuld, di mana pelaku 
kurangnya berhati-hati atau teledor. Culpa yang 
tidak disadari jika pelaku sama sekali tidak 
membayangkan akan terwujudnya akibat. 
Seharusnya pelaku dapat berbuat demikian 
karena itu dapat mencegah terjadinya tindak 
pidana. Dalam hal itu pelaku tidak berhati-hati 
sebagaimana diharuskan oleh hukum.32 

Ketidaksengajaan atau alpa juga bisa 
dikatakan suatu perbuatan tertentu terhadap 
seseorang yang berakibat kematian. Bentuk 
dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif 
maupun aktif. Dalam perilaku sosial tindak 
pidana merupakan perilaku menyimpang,yaitu 
tingkah laku yang melanggar atau menyimpang 

 
30Ernest Sengi. Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu 
Analisis Perbandingan Putusan Nomor18/ Pid.B/2017/ 
PN.Tobelo. Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.Volume 
17, No. 2, Oktober 2019. hlm. 203 (Lihat Hendri Paidun, 
“Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang 
Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh 
Pengemudi Kendaraan Bermotor”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 
II, No. 7 (November 2013):119. 
31 Ibid. 
32 Zainal Abidin Farid, Op. Cit. hlm. 345. 
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dari aturan-aturan normatif atau dari harapan-
harapan lingkungan sosial yang bersangkutan, 
dan salah satu cara untuk mengendalikan 
adalah dengan sanksi pidana. Selain itu juga 
bertujuan melindungi masyarakat dari segala 
bentuk kejahatan dan mencegah dilakukannya 
tindak pidana.33 

Kelalaian sebagai melakukan tindakan 
kedokteran di bawah standar pelayanan medik. 
Kelalaian bukan merupakan pelanggaran 
hukum atau kejahatan jika tidak membawa 
kerugian atau cendera kepada orang lain dan 
orang itu dapat menerimanya. Jika kelalaian 
sampai menimbulkan kerugian materi, 
mencelakakan dan bahkan merengut nyawa 
orang lain, maka kelalaian tersebut merupakan 
kelalaian berat (culpa lata) dan dapat 
diklasifikasikan tindak pidana. Kelalaian adalah 
suatu bentuk dari malpraktek, sekaligus 
merupakan bentuk malpraktek yang paling 
sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi 
apabila seseorang dengan tidak sengaja, 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak 
dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 
seharusnya dilakukan oleh orang yang memiliki 
kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan 
situasi yang sama.34 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 
Pasal 83. Setiap orang yang bukan Tenaga 
Kesehatan melakukan praktik seolah-olah 
sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun. Pasal 85 ayat: 
(3) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan 

sengaja menjalankan praktik tanpa 
memiliki STR sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(4) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara 
asing yang dengan sengaja memberikan 
pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR 
Sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana 

 
33 Teguh Prasetyo,  Hukum Pidana,  PT. Raja   Grafindo 
Persada.  Jakarta.,   2010,    hlm 14-15. 
34Widodo Tresno Novianto. Op. Cit. hlm. 496-497 (Lihat 
Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan 
Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC. 1999. hlm. 13). 

denda paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

 Pasal 86 ayat: 
(4) Setiap Tenaga Kesehatan yang 

menjalankan praktik tanpa memiliki izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (1) dipidana dengan pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

(5) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara 
asing yang dengan sengaja memberikan 
pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
ayat (1) dipidana dengan pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-
undangan pidana bukanlah sekedar masalah 
teknis perundang-undangan semata, melainkan 
bagian tak terpisahkan dari substansi atau 
materi perundang-undangan itu sendiri. 
Artinya, dalam hal menyangkut masalah 
penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi 
harus dipahami secara komprehensif baik 
segala aspek persoalan substansi atau materi 
perundang-undangan pada tahap kebijakan 
legislasi.35 

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen 
karena tujuannya adalah untuk mendidik 
kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini 
lebuh menekankan nilai-nilai kemanusiaan 
dalam reformasi dan pendidikan kembali 
pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat 
penting karena hanya dengan cara ini, pelaku 
dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan 
itu bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan.36 

Bahwa sanksi dalam hukum pidana 
merupakan reaksi atas pelanggaran hukum 
yang telah ditentukan undang-undang, mulai 
dari penahanan, penuntutan sampai, sampai 
pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon 
menyatakan, bahwa bagian terpenting dari 
setiap undang-undang adalah menentukan 
sistem hukum yang dianutnya. Masalah 
kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam 
hukum pidana, tidak terlepas dari masalah 

 
35Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op.Cit, hlm. 
91. 
36 Ibid, hlm. 91 
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penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam 
pemidanaan.37 

Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.38 Sanksi pidana, strafsanctie, 
yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran 
ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau 
tindakan.39 Pidana (Straf): hukuman yang 
dijatuhkan terhadap orang yang terbukti 
bersalah melakukan delik berdasarkan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap.40 

Keistimewaan hukum pidana terletak pada 
daya paksanya yang berupa ancaman pidana 
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi 
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek 
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat 
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana 
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak 
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak 
ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang 
diadakan di lapangan lain dengan 
pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban 
yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat 
sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun 
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal 
dipertegas dalam undang-undang pidana. 
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang 
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan 
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada 
hakikatnya adalah sanksi.41 

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum 
pidana merupakan salah satu penderitaan yang 
istimewa sebab pidana yang diancamkan 
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang 
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada 
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan 
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara 
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah 
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai 
dengan perkembangan dan pertumbuhan 
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut 
adalah untuk melindungi kepentingan orang 
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum 

 
37 Ibid, hlm. 92. 
38Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit.hlm. 
138. 
39Ibid. 
40 Ibid, hlm. 119. 
41Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211. 

pidana menggunakan ancaman pidana dan 
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan 
pengorbanan yang harus ditanggung oleh 
korban kejahatan atau pelanggaran.42 

Tujuan hukum pidana ada dua macam, 
yaitu: 
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar 

tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi 
preventif/pencegahan); 

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana agar menjadi orang yang 
baik dan dapat diterima kembali dalam 
masyarakat (fungsi represif) kekerasan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum 

pidana adalah untuk melindungi masyarakat. 
Apabila seseorang takut untuk melakukan 
perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, 
semua orang dalam masyarakat akan tenteram 
dan aman. Hukum pidana merupakan bagian 
dari hukum publik.43  

Beberapa sarjana hukum mengemukakan 
tentang tujuan hukum pidana, ialah: 
1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai 

melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie), 
maupun secara menakut-nakuti orang 
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, 
agar dikemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (special prventie); 

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar 
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat; 

3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 
demi pengayoman negara, masyarakat dan 
penduduk, yakni: 

4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan 
menjadi anggota masyarakat yang berbudi 
baik dan berguna; 

5. Untuk menghilangkan noda-noda yang 
diakibatkan oleh tindak pidana.44 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

 
42 Ibid, hlm. 211-212. 
43Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, 
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 61. 
44Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, 
Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2004. hlm. 73. 
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1. Tindak pidana oleh tenaga kesehatan 
yang melakukan kelalaian berat terhadap 
penerima pelayanan kesehatan seperti 
melakukan kelalaian berat yang 
mengakibatkan penerima pelayanan 
kesehatan luka berat atau 
mengakibatkan kematian. 

2. Pemberlakuan ketentuan bagi tenaga 
kesehatan apabila melakukan kelalaian 
berat terhadap penerima pelayanan 
kesehatan yang mengalami luka berat 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan jika kelalaian 
berat mengakibatkan kematian, setiap 
tenaga kesehatan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun. 

 
B. Saran 

1. Untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana oleh tenaga kesehatan yang 
melakukan kelalaian berat terhadap 
penerima pelayanan kesehatan 
memerlukan peran pemerintah dan 
pemerintah daerah untuk membina, 
mengawasi, dan meningkatkan mutu 
tenaga kesehatan melalui pelaksanaan 
kegiatan termasuk sertifikasi kompetensi 
dan pelaksanaan registrasi tenaga 
kesehatan serta mengawasi, dan 
meningkatkan mutu tenaga kesehatan 
melalui pembinaan dan pengawasan dan 
pelaksanaan praktik tenaga kesehatan 
dan pelaksanaan kegiatan perizinan 
tenaga kesehatan dengan melibatkan 
konsil masing-masing Tenaga Kesehatan 
dan Organisasi Profesi sesuai dengan 
kewenangannya. 

2. Pemberlakuan ketentuan bagi tenaga 
kesehatan apabila melakukan kelalaian 
berat terhadap penerima pelayanan 
kesehatan perlu diterapkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku apabila tenaga kesehatan 
telah terbukti secara sah menurut hukum 
melakukan tindak pidana kelalaian berat 
yang mengakibatkan penerima 
pelayanan kesehatan luka berat atau 
kematian. Tujuannya untuk 
memberikanefek jera dan bagi pihak lain 
merupakan suatu peringatan untuk tidak 
melakukan perbuatan yang sama. 
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